
WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat selama ini

dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah, namun sesuai

ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja,

berubah menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja;

b. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Bandung telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005,

namun dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 perlu diganti;

c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf b,

adalah dalam rangka penguatan kelembagaan dan

sumberdaya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat guna penegakan

peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat;

d. bahwa …
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur,

Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

(Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan …
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor

5094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN

DAN SUSUNAN  ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3. Walikota adalah Walikota Bandung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5. Satuan ...
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5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol

PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat

serta perlindungan masyarakat.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS,

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat

Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan

ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan

masyarakat.

8. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah

suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan

kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

9. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis

dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali

pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan

kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan

memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan,

ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan

sosial kemasyarakatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,

WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelembagaan Satpol PP

tipe A.

Bagian …
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Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan

Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Walikota;

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan

Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah,

dan/atau aparatur lainnya;

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan

hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan

Peraturan Daerah dan/atau  Peraturan Walikota;

g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pelaksanaan …


